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DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang : a.

Mengingat :

1.

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe kepada
Pemerintah, memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota,
dan menginformasikan laporan penyelenggara Pemerintahan
Kota Lhokseumawe kepada masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan
rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota
Lhokseumawe tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2017,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republﬂr\{r\ldonesia

donesia Nomor 4109);

Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republil\(
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11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

\gggm{ésia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pepubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
okseumawe Tahun 2017;



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
Dan
WALIKOTA LHOKSEUMAWE
MEMUTUSKAN:

QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota  Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017 berupa
Laporan Keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri atas:

a. Pendapatan Rp 901.721.200.897,32
b. Belanja Rp 869.240.049.857,00
c. Transfer Rp 928.342.379,00
Surplus/Defisit Rp 31.552.808.661,32
d. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp 24.780.603.121,23
2. Pengeluaran Rp 1.000,000.000,00
Surplus/Defisit Rp 23.780.603.121,23
Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 26.958.486.245,84,- dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pendapatan setelah

perubahan Rp 928.679.687.143,16
b. Realisasi Rp 901.721.200.897,32
c. Selisih lebih/(kurang) Rp 26.958.486.245,84

2.Selisih  anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 82.291.898.028,39,- dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Belanja setelah
perubahan Rp 952.460.290.264,39
b. Realisasi Rp 870.168.392.236,00

%Seh’sih lebih /{kurang) Rp 82.291.898.028,39



3. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah
Rp. 7.772.205.540,09 dengan rincian sebagai berikut:
a. Surplus/Defisit setelah

perubahan Rp (23.780.603.121,23)
b. Realisasi Rp 31.552.808.661,32
c. Selisih lebih /(kurang) Rp 7.772.205.540,09

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp 24.780.603.121,23
b. Realisasi Rp 24.780.603.121,23
c. Selisih lebih /(kurang) Rp 0,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan Pembiayaan

Netto setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00
b. Realisasi Rp 1.000.000.000,00
c. Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan $Saldo Anggaran lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017
sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 24.780.603.121,23

b. SILPA/SIKPA Rp 55.333.411.782,55
c. Koreksi kesalahan Pembukuan

Tahun sebelumnya Rp 0,00

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 55.333.411.782,55
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ per 31
Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp 1.572.886.387.731,75

b. Jumlah Kewajiban Rp 94.234.177.886,87

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 1.478.652.209.844,88
Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf d per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berukut :

a. Pendapatan-LO Rp 915.352.626.636,05
b. Beban Rp 714.140.812.534,17
c. Surplus/Defisit sebelum
pos luar biasa Rp 201.211.814.101,88
d. Beban Luar Biasa Rp 206.399.000,00
e. Surplus/Defisit Rp 201.005.415.101,88
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2017 sebagai berikut:
a. Saldo Kas Awal di Bendahara Umum

Daerah dan Kas di Bendahara

Pengeluaran per 1 Januari 2017 Rp 20.047.579.835,23
b. Arus Kas bersih dari

tivitas Operasi Rp 255.147.327.416,32



c. Arus Kas bersih dari

Aktivitas Investasi Rp (224.594.518.755,00)
d. Arus kas bersih

dari Aktivitas Pendanaan Rp 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas

Non Anggaran Rp 0,00

f. Saldo Akhir Kas di Bendahara

Umum Daerah dan

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 50.337.660.005,55
g. Saldo Akhir per 31 Desember 2017 Rp 55.346.327.230,55

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf f Tahun yang berakhir sampai dengan
31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp 1.229.914.306.661,30
b. Surplus/Defisit-LO Rp 201.005.415.101,88

c. Dampak Komulatif Perubahan
Kebijakan /Kesalahan Mendasar

- Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00
- Selisih revaluasi Aset Tetap Rp 205.591.507,00
d. Koreksi ekuitas lainnya Rp 47.526.896.574,70
e. Ekuitas Akhir Rp 1.478.652.209.844,88
Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf g memuat informasi secara kuantitatif atas pos-
pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, yang terdiri dari:

Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Tahun
Anggaran 2017
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi Tahun Anggaran 2017;

Lampiran 1.2 . Rincian Laporan  Realisasi Anggaran
Menurut Organisasi, Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2017;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun
Anggaran 2017,

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
Tahun Anggaran 2017;

Lampiran II . Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Lampiran III : Laporan Operasional,

\%Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;



Lampiran V Neraca;

Lampiran VI Laporan Arus Kas;

Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;

Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Lampiran XII

Daftar Rekapitulasi Reaslisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;

Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pekerjaan,;

Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Lampiran XVi Daftar Dana Cadangan Daerah;

Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan

. dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya; dan

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Lampiran XX

Pasal 11

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian
lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2017.

Pasal 12
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
. Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota
Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal_% ber 2018 M
W zuLhij{e 439, H

WALIKOTA L :Q,oEUMAWEA

SUAIDI YAHYA
Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal & September 208 M
24 Dzulhijjah 149 H

\%@RETARIS DAERA
OTA LAOKSEUMAWE,

UK |

LEMBARAN KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN21{% NOMOR .4
NOMOR REGISTER QANUN KOTA LHOKSEUMAWE, PROVINSI, ( 1/ 67/ 2018)






